Penyelesaian Kerugian Negara - Pegawai Negeri Bukan Bendahara - Pejabat Lain - Kementerian Hukum

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 23, BN 2025 (405): 36 him.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum

ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur mengenai tata
cara penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan
Pejabat lain di lingkungan Kementerian Hukum.

Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2005; PP
No. 38 Tahun 2016; Perpres No. 155 Tahun 2024; PMK No. 163/PMK.06/2020; dan
Permenkum No. 1 Tahun 2024.

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian
Hukum. Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri
ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan
Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada
dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan b. Pejabat Lain.
Tuntutan Ganti Kerugian tersebut berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan
milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di
lingkungan Kementerian.

Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2025.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
101) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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